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RATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAIX

NOMOR 24 TAHUN 2009

TENTANG '

I’IEMIIENTUI(I\N DESA - DESA
DI WILAYAN KABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

b,

—

BUPATI BANGGAT,

lzahwa perkeml)angan dan kemajuan Desa-desa dj wilayah
Kabupaten Banggal  serta adanya  aspirasi yang
berkembang  dalam masyarakat, maka dipandang perlu
melakukan  pemekaran terhedap Desa - Desa dalam
wilayah  kecamatan se¢  Kabupaten Banggali guna
meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dalam rangka
mempercepat pemberian  pelayanan  dan Kesejahteraan
kepada masyarakat seria tetap terjaganya perkembangan
dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan
memperhatikan perkembangzn  jumlah penduduk, luas
wilayah Desa Induk pada Kecamatan masing-masing,
maka dipandang perlu membentuk Desa pemekaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a can b perlu rembentuk Peraturan Daerah
Kabupaten Banggai tentang  Pembentukan ' Desa-Desa
di Wilayah Kabupaten Banggai.

. Pasal 18 Ayat (6) Undang - Undang Dasar Negéra'Repuink

Indonesia Tahun 1945;

. Undang = Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawes;
(Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 1822);
Undang-Undang  Nomor 10  Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4389);
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI
4844); r
gg:;]t(:ran )l;emerintah Nomor 72 Tahun' 2005
tentang Desa, (Lembaran Negara RI Tahun 2005
Noror 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
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6. Peratyr . !
Pemba g‘"’lgn Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007’ tentang
Pemerintah, p rusan . Pemerintahan = Antara
KabUDaten/ll(ot- emerintah  Provinsi, dan  Pemerintah
Nomor g2 Tad (Lembaran Negara RI Tahun 2007
7. Peraturay’ Damt?ahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;
2008 tentan T—(rdh Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun
Daerah g €wenangan Kabupaten Banggai (Lembaran
abupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1,

Tamba ‘
NOmorza7n); Lembaran  Daerah Kabupaten ;Banggai

| Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
dan
BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN

DESA — DESA DI WILAYAY KABUPATEN BANGGAL
BAB I |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

L.
2.
3.

. Desa atau yang disebut

Daerah adalah Kabupaten Banggai.

Bupati adalah Bupati Banggai. £
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
UUD RI 1945. i . | |

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah. .
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah

nggai.
Kabupaten Bangg dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah

4t hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
Eif-watgr?;ngmajrﬁjrs~k_Jmengatur dan men'g'u'rus kepentingan ma_asyar'*akat
setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui Qan
dihormatildalam sistem pemerintahan negara kesatuan Relpubhl_< Indonesia.
Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagxa_n wnlfayah dalam
desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintabidii desa.
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BAB II

PEMBENTUKAN BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA »-L-——"‘"W

Bagian Pertama
Pembentukan

! .\,v.-

\
Pasal2 \ 'l \

. ‘
|\ sETDA WAL

i ) PE———
i ==

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk : x”,‘ff ’

a. Desa Lenyek, Desa Koyoan Permai dan Desa Buon Mand!rl dalam wilayah
Kecarnatan Luwuk;

b. Desa Dimpalon Baru dalam Wilayah Kecamatan Kintom;

Desa Bukit Mulya dalam wilayah Kecamatan Luwuk Timur;

Desa Padangon dan Desa Ranga — Ranga dalam wilayah Kecamatan
Masama;

e. Desa Baharl Makmur, Desa Kota Raya dan Desa Sobol Baru dalam wilayah
Kecamatan Lamala;

f.  Desa Toweer, Desa Batu Mandl dan Desa Pulau Dua dalam Wilayah
Kecamatan Balantak

g. Desa Dongkalan dalam wilayah Kecamatan Pagimana; ’

h. Desa Mulya Sari, Desa Tirta Jaya dan Desa Sidomukt dalam wilayah
Kecamatan Toili; ’

i.  Desa Obok Balingara dan Desa Tetesulu dalam wilayah Kecamatan Nuhon

j-  Desa Koili dalam wilayah Kecamatan Bunta.

ao

Pasal 3

(1) Desa Lenyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berasal dari
sebagian wilayah Desa Salodik yang luasnya 150 Km?.

(2) Desa Koyoan Permai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berasal
dari sebagian wilayah Desa Koyoan yang luasnya 17 Km?2,

(3) Desa Buon Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan
berasal dari sebagian wilayah Desa Bunga yang luzsnya 24 Km?.

(4) Desa Dimpalon Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berasal
dari sebagian wilayah Desa Dimpalon yang luasnya 35 Km?.

(5) Desa Bukit Mulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢ dan berasal
dari sebagian wilayah Desa Boitan yang luasnya 12 Km?.

(6) Desa Padangon sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 huruf d berasal dari
sebagian wilayah Desa Eteng yang luasnya 31 Km?.

(7) Desa Ranga - Ranga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berasal
dari sebagian wilayah Desa Minangandala yang luasnya 74 Km?.

(8) Desa Bahari Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berasal
dari sebagian wilayah Desa Lomba yang luasnya 11,8 Km?

(9) Desa Kota Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berasal
sebagian wilayah Desa Lomba yang luasnya 15,1 Km?.

(10) Desa Sobol Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berasal dari
sebagran wilayah Desa Sobol yang luasnya 13 Km®.

(11) Desa Toweer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f berasal dari
sebagian wilayah Desa Teku yang luasnya 28 Km?.

(12) Desa Batu Mandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f berasaf dari
sebagian wilayah Desa Batu Simpang yang luasnya 20 Km?.
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B

13) Desa P .
(13) sebagiaL::ax']Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f berasal dari
(14) Desa Do }'(:‘Vah Desa Kamipangar yang luasnya 16 Km?,

sebagian g'l an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g berasal dari
(15) Dess MUIWI gyah Desa Asaan yang luasnya 4.20 Km?,

Ehiian YC{l ari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h berasal dari
(16) besag"rirt;vsayah Desa Tirta Sari yang luasnya 0.32 Km?,

e i‘a 'Iaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h berasal dari
- DesagSiQ Wwilayah Desa Tirta Sari yang luasnya 0.551 Km?,

b OmUktl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h berasal dari
(18) Defaggg VlZ'IaY§h Desa Sidoharjo yang luasnya 1.32 Km2.
~ dar-; ’ebao‘ Bahpgara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i berasal
(19) DesaaT tglan wilayah Desa Batu Hitan yang luasnya 300 Km?.

i etesulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i berasal dari
(20) b agian wilayah Desa Tibombo yang luasnya 14 Km?,

S:bsa Kol _sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j berasal dari

aglan wilayah Desa Huhang yang luasnya 35 Km?®.

Pasal 4

E;r;gar}l di’bentuknya Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka
B wilayah Desa! Induk dikurangi dengan luas wilayah Desa-desa yang
imekarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua
Batas Wilayah

Pasal 5

(1)  Desa Lenyek sebagaimana dimzksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai
batas wilayah:
a. Sebelah Utara dengan Desa Toipan/Siuna;
b. Sebelah Timur dengan Desa Siuna ;
c. Sebelah Selatan dengan Desa Kamumu;
d. Sebelah Barat dengan Desa Salodik;
(2) Desa Koyoan Permai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
mempunyai batas wilayah: ‘
a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Pagimana;
b. Sebelah Timur dengan Desa Koyoan ;
c. Sebelah Selatan dengan Selat Peling;
d. Sebelah Barat dengan Desa Nambo Lempek;
(3) Desa Buon Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
mempunyai batas wilayah:
a. Sebelah Utara dengan Desa Lauwon;
b. Sebelah Timur dengan Desa Louk ;
c. Sebelah Selatan dengan Selat Peling;
d. Sebelah Barat dengan Desa Bunga; ' :
(4) Desa Dimpalon Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
mempunyai batas wilayah:
a. Sebelah Utara dengan Desa Solan;
b. Sebelah Timur dengan Desa Selat Peling ;
c. Sebelah Selatan dengan Desa Dimpalon;
d. Sebelah Barat dengan Hutan APL Kecamatan Pagimana;
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(3)

(6)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Desa Bukit Mulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢
mempunyai batas wilayah:;

a. Sebelah Utara dengan Tanah Negara;

b. Sebelah Timur dengan Desa Boitan;

C. Sebelah Selatan dengan Desa Baya;

d. Sebelah Barat dengan Desa Molino;

Desa Padangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai
batas wilayah:

a. Sebelah Utara dengan Desa Eteng;

b. Sebelah Timur dengan Desa Simpangan:
C. Sebelah Selatan dengan Desa Cemerlang;
d. Sebelah Barat clengan Selat Peling;

Desa Ranga - Ranga -sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d
mempunyai batas wilayah:

a. Sebelah Utara dengan Desa Kembang Merta dan Desa Minangandala;
b. Sebelah Timur dengan Desa Minangandala:

C.  Sebelah Selatan dengan Selat Peling;

d. Sebelah Barat dengan Desa Bantayan;

Desa Bahari Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasai 2 huruf e
mempunyai batas wilayah:

a. Sebelah Utara dengan Desa Lomba;

b. Sebelah Timur dengan Desa Baruga;

C. Sebelah Selatan dengan Desa Kota Baru;

d. Sebelah Barat dengan Desa Serese;

Desa Kota Raya sehagaimana dimaksud datam Pasal 2 huruf e mempunyai
batas wilayah:

a. Sebelah Utara dengan Desa Bahari Makmur;

b. Sebelah Timur dengan Sungai Lomba;

C. Sebelah Selatan dengan Desa Lomba;

d. Sebelah Barat dengan Desa Baruga;

Desa Sobol Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e
mempunyai batas wilayah:

a. Sebelah Utara dengan Desa Baruga;

b. Sebelah Timur dengan Desa Binotik;

. Sebelah Selatan dengan Selat Peling;

d. Sebelah Barat dengan Desa Sobol;

Desa Toweer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai
batas wilayah: '

a. Sebelah Utara dengan Desa Ondoliang; .

b. Sebelah Timur dengan Desa Teku ;

c. Sebelah Selatan dengan Cesa Teku;

d. Sebelah Barat dengan Hutan Negara;

Desa Batu Mandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f
mempunyai batas wilayah: :

a. Sebelah Utara dengan Desa Batu Simpang;

b. Sebelah Timur dengan Laut Maluku;

c. Sebelah Selatan dengan Desa Ondoliang; __

d. Sebelah Barat dengan Hutan Negara;

Desa Pulau Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai
batas wilayah: '

a. Sebelah Utara dengan Desa Kuntang;

b. Sebelah Timur dengan Laut Maluku;

c. Sebelah Selatan dengan Desa Luok;

d. Sebelah Barat dengan Desa Kampangar.
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(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(1)

e »

Ln:%n Dongkalan seba
rm.lé\l)lm\’nl batas \\,“(-W;'{l]ﬂlman
Y .

a. Sebelah Utarg (10!\9;11 D
L. Sebelah Timyr gapgn rosd Uwed

' dengan
g, Eogelah Selatan cle?wbwl?gs? 4
(R 3 ' :
+ >2belah Barat dengan Des?
L

Desa M
n A Mulya Sy sebagaim o dan Desy Lambul ‘
]en‘]punyai batas W“Gyah- ana dimakSUd dalam P';ls*ll 2 huruf h
g. ifge:a:1 Utara dengan bes*u M “
- oebelah Timyr de .

‘Ngan Desa T ;
c. Sebelah Selatan dengan Tiriw1 ;rwts oo

d Jaya,

d. S .
!

Desa Tirta Java sebaaai
C A0aIMana dimak
batas wilayah. d9aimana dimaksyd dalam Pasal 2 huruf h mempunyal

g, ifge:ar U.tara dengan Desa Mulyasari:
. oebelah Timur dengan Desg Tirta Sa y
c. Sebelah Selatan dengan Tohitisakri' "

d. Sebelah Barat dengan Desa Tirta Kencang;

Desa Sidomukti sebaaai i
et dgaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h mempunyal

g. gege:ah Utara dengan Desa Argo Mulyo;
- Sebelah Timur dengan Desa Karang Anvar:
. Sebelah Sel enq: et
C elatan dengan Desa Sidoharjo;
d. Sebelah Barat dengan Desa Karyva Javs .
Desa Obok ingar g
oK Balingara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i
mempunyai batas wilayah: .
a. Sebelah Utara dengan Teluk Tomini;
b. Sebelah Timur dengan Desa Boitan;
¢. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Toili;
d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Tojo Una-una;
Desa Tetesulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h mempunyai
batas wilayah: ' R
a. Sebelah Utara dengan Desa Saiti;
b. Sebelah Timur dengan Desa Jaya Makmur;
c. Sebelah Selatan dengan Desa Tibombe;

d. Sebelah Barat dengan Desa Bolobungkang;
Desa Koili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h mempunyai batas

wilayah:

3. Sebelah Utara dengan Teluk Tomini;

b. Sebelah Timur dengan Desa Huhak;

c. Sebelah Selatan dengan Desa Matabas;
d. Sebelah Barat dengan Desa Toima;

Q dimak
Maksud  dalam  pasal 2 huruf g

aka-dak: ¢
o ;n aka dan Kelurahan Pakowa;

Q Buly;

argakencana;

pasal 6

i imana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), (2), (3).
Batas Wilayah SebAgalvie o) ", (12), (13), (1), (15), (16), (17)
(4), (5), (6), (7) (O dalam peta dan merupakan satu

: i kan
dan ayat (20) dituang™ 3 ini
l(-\tai)a’tu(alr? iang tid;k terpisahkan dan peraturan Daerah ini.
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(2)

(1)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Ibu Kota Desa Lenyek berkedudukan di Lenyek

Ibu Kota Desa Koyoan Permai berkedudukan di Koyoan Permai
Ibu Kota Desa Buon Mandiri berkedudukan di Bucn Mandiri
Ibu Kota Desa Dimpalon Baru berkedudukan di Dimpalon Baru
Ibu Kota Desa Bukit Mulya berkedudukan di Bukit Mulya

Ibu Kota Desa Padangon berkedudukan di Padangon

Ibu Kota Desa Ranga - Ranga berkedudukan di.Ranga - Ranga
Ibu Kota Desa Bahari Makmur berkedudukan di Bahari Makmur
Ibu Kota Desa Kota Raya sebagaimana berkedudukan di Kota Raya’

Penentuan  batag

i . Wilayah N
?g)tiag(]gl)r,n?rl\g)dl?ﬁlall;sud dalam p‘_:)sjas-d:;;t(lsecara pasti  dilapangan,
ayat (20) akan ditety f<12)' (13), (14), (15, )61(62)' (3), (4), (5), (6), (7),
PXan dengan Peratyran Bu t)" (17, (180..{19) dan
pati.

Pasal 7

Dengan dibentuknya D
esa - :
dan mempunyal luas wilaysgsa ngbagalmana MRS I el 2

Pemerintah Desa Induk wai S€bagaimana dimaksud
; waiib ud pada Pasal 3,
dimekarkan atas petunjuk ]d anmtinetapkan Tata Ruang Wilayah Desa yang

Penetapan Tata Ruang iy 2" ¥ag berlaku,
ayat (1), dilak "ayah Desa - desa sebagaimana dimaksud dal
' ' ukan secara  ter g imaksud dalam

Tata Ruan : ) padu dan tidak terpisahkan dari
g Wilayah NaSIonal, Provinsj, Kabupaten dan Keca?natan.

Bagian Ketiga
Tbuketa Desa

Pasal 8

(10) Ibu Kota Desa Sobol Baru berkedudukan di Sobol Baru

(11) Ibu Kota Desa Toweer berkedudukan di Toweer

(12) Ibu Kota Desa Batu Mandi berkedudukan di Batu Mandi

(13) Ibu Kota Desa Pulau Dua berkedudukan di_Pulau Dua

(14) Ihu Kota Desa Dongkalan berkedudukan d‘l Dongkalan-

(15) Ibu Kota Desa Mulya Sari berkedudukan di Mulya Sari »
(16) Ibu Kota Desa Tirta Jaya berkedudukan di Tirta Jaya ‘\

(17) Ibu Kota Desa Sidomu
(18) Ibu Kota Desa Obok Ba
(19) Ibu Kota Desa Tetesul

kti berkedudukan di Sidomukti
lingara berkedudukan di Obok Balingara

u berkedudukan di Tetesulu

(20) Ibu Kota Desa Koili berkedudukan di Koili
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NAR 1

I\HI'NHII\N PERALNIAN

Pasal

) U Relancaran
vinelarkan Bapan, SNt westonn,
WEWSINY  dan RYSRTRINS i
MENAE penyerahag AN
s detnoan oty

"“I\\“ll‘ BYRIRE
ASRAIRRIY Pemonntahion dt Do o yang

el WERopala Desay Tl sosual dengan
\ |~*‘|~\.‘\‘\\|-‘\“:‘~j~ Masing - menglventarlsast - dan
an e “ CIMeHNtah Denadesa yang dimekarkan
A Tanah, Bangunan, Batan \|. |‘M nml.nmnm'-nmmvllhnll !

N dikuasa) .-‘\l;u‘u \'!h\l etk dan barang Hdak borgerale yong
Devada dakiny wilayan |\un|‘::1|‘\:5l;\|\? 1:‘\|““ naningest A KK EnY

\ l \ ll }}\\‘I \l“ . \‘l t\ W l \ |‘“ l \ |\l" ( | il | ’

W A ll\ \ \ l' I\. l

v f
\{!‘ \ l'\‘.k\”‘ \ ‘\h l\ \ \.‘ l“l \“l\l( \ ll\ ‘“ | \ .I y

S Pelaksanaan  penverah:
\ N ‘\l“(l\‘h\‘n 3\(‘1“\\].\“]\‘”]‘\ (““\ll'\-‘“d “I"L‘ llylll (l) l’l‘“””

bat harus diselos
tmm‘\\\ “,‘:\l\l\‘lm‘\“‘“"“"*‘“\dl\ dakim tempo 3 (tiga) bulan lerthitung sefal
VHRRTTTERIIRannya Desa sebagalmana dimaksud datam Pasal 2,

Pasal 10

|
[ARNTENLY ! e
ramavaan vang dipetlukan akibat pembentukan Desa sebagalimana dimaksud

Talany DNae ) i
daame Basal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanfa Dacrah

ANabupaten Bangaal,
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut vana dipetlukan sebagal pelaksanaan Peraturan Daeraly ini
diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati,
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i £ I TS TEAMIT A
'

Pasal 12

peraturan Daerah ini mulaj berlaky
Pada tanggal gy
ndangkan.
Agar setiap orang dap
peraturan  Daerah inj ¢

Kabupaten Banggali.

at mengetahy;

dengan po NYa, memerintahkan Pengundangan

Nempatanya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan  di Luwuk
pada tanggal 27 Agustus 2009

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 27 Agustus 2009

T~

SEKRETARIS DAERAH.KABUPATEN BANGGAL.

-_'/" “ /
STR® A. MADJA

S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2009 NO'MOB 25
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